
 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi 

1. Pengertian Diversi 

Diversion as program and practices which are employed for young people who 

have initial contact with the police, but are diverstedfrom the traditional juvenile 

justice processes before  children's court adjudication.
1
 

(Diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut: Diversi adalah suatu program dan 

latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak - anak yang mempunyai urusan 

dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, 

sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan). 

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi adalah 

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di 

luar peradilan pidana. 

Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep Restorative Justice telah 

muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian 

perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice  sebagai suatu proses semua 

                                                           
1
Kenneth Polk, 2003, "Juvenile Diversion in Australia: A National Review", Sydney Australia, 

Departement of JuvenileJustice and Held, Hlm. 2. 
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pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama 

untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada 

masa yang akan dating. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi 

(kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar 

proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui 

musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di 

Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua 

perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan 

keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, 

hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak anak yang ditangkap, 

ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak 

menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian 

hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh 

masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh 

kepala sekolah atau guru.
2
 

Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan 

anak dari proses peradilan anak konvesional, kearah penanganan anak yang lebih 

bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk 

menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan 

peradilan anak. 

                                                           
 
2
 Anjar Nawany konsep diversi dan restorative justice http://anjarnawanyep.wordpress.com 

konsep-diversi-dan-restorative-justice/ diakses pada hari senin tanggal 31 Agustus 2014 pada 

pukul 11:51 

 

http://anjarnawanyep.wordpress.com/
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Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana 

terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak 

menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan 

memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti 

anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem 

peradilan pidana.Di Indonesia tujuan ide diversi yaitu; untuk menghindari 

penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk 

meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab 

atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk 

mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa 

harus melalui proses formal; program diversi akan menghindari anak mengikuti 

proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan 

menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses 

peradilan tersebut. 

Hubungan Diversi dengan Restoratif Justice Pada dasarnya suatu penegakan 

hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang 

saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (structure), substansi (substance), 

dan kulturhukum (legal culture). 

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang 

berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, 

dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka 

panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah 

kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam 

bentuk dan batasan terhadap  keseluruhan. Kedua, sistem hukum mempunyai 
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substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku 

manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga sistem hukum mempunyai 

kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, 

didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.  

2. Tujuan Diversi 

konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang 

bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak 

tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. 

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau 

pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk 

memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan 

pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan 

cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan 

tindakan kekerasan dan pemaksaan. 

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil 

dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan 

pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan 

hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi 

kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui 

hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh 

latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah 

anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami 

kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu 
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Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan 

menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak 

pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang 

menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi program 

pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk 

mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Makanya tahun 2001 

organisasi Save The Children dari Inggris bekerja sama dengan LSM local 

Philipina, sehingga pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversikan dari 

sistem peradilan pidana formal. 

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada 

pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal 

dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan 

keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai 

kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan 

tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk 

memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Tiga jenis 

pelaksanaan program diversi yaitu: 

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat 

penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau 

pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan 

yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak 

diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. 

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), 

yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan 

http://doktormarlina.wordpress.com/2011/04/16/penerapan-diversi-di-indonesia/
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menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat 

mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. 

3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative 

justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan 

pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan 

membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. 

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama 

mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. 

Menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Diversi bertujuan untuk; 

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 

2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 

3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 

4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 

3. Konsep Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak  

 

Undang-Undang ini membahas mengenai keseluruhan proses penyelesaian 

perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai 

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pengertian  diversi dalam 

Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 7 serta Tujuan dibuatnya konsep 

diversi ini terdapat dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Diversi bertujuan 

untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di 

luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab 

kepada Anak. 
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Upaya Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai kriteria dimana 

perbuatan yang dilakukan pelaku masih tergolong pidana ringan dan ancaman dengan 

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak 

pidana. Upaya diversi dalam hal baik penyidikan, penuntutan umum seperti yang 

termuat dalam Pasal 9 harus mempertimbangkan3 : 

a. Kategori tindak pidana 

b. Umur anak 

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas 

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang ini juga terdapat berbagai macam pengertian anak yang 

termuat dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 diantaranya adalah : 

1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana 

2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 

3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana 

                                                           
3
 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri 

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini juga sudah tercantum semua 

hak-hak anak dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana. Upaya yang di berikan untuk melindungi anak di berikan dalam 

bentuk hak-hak yang dalam undang-undang ini termuat pada Pasal 3 dan Pasal 4; 

Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:  

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya;  

b. dipisahkan dari orang dewasa; 

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. melakukan kegiatan rekreasional; 

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 

manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 

dalam waktu yang paling singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, 

dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 

Anak; 

k. memperoleh advokasi sosial; 

l. memperoleh kehidupan pribadi; 

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. memperoleh pendidikan; 

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 4 : 

 

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:  

a. mendapat pengurangan masa pidana; 

b. memperoleh asimilasi; 

c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 

d. memperoleh pembebasan bersyarat; 

e. memperoleh cuti menjelang bebas; 

f. memperoleh cuti bersyarat; dan  

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan  

 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Anak yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

B. Tindak Pidana Perkosaan 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah 

strafbaarfeit atau delict dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada 

terjemahan untuk strafbaarfeit.
4
 namun dalam perkembangan hukum istilah 

strafbaarfeit atau delict memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga 

untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat 

sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu 

sendiri. 

Terdapat beberapa pendefinisian tindak pidana oleh para sarjana hukum, dimana 

pendefinisian tersebut digolongakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok 

pertama yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan 

bulat yang lebih dikekenal dengan kelompok yang berpandangan monistis, 

                                                           
4
 Efendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2011. Hlm 96 
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sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok dengan aliran dualistis yang 

memisahkan antar perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diacam 

pidana disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak. Pengertian mengenai 

strafbaarfeit menurut sarjana sangatlah banyak, pengertian tersebut antara lain 

berasal dari : 

1) Simons 

Merumuskan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar 

hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di 

hukum. 

2) Pompe  

Menurut hukum positif Pompe mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah 

perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan 

diancam pidana.
5
 

3) Moeljanto  

Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang 

diacam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
6
 

4) Vos  

Merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 

                                                           
5
 Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indoneia Op.cit. Hlm 97 

6
Ibid Hlm 98. 
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5) Van Hamel 

Merumuskan “stafbaarfeit” itu sebagian “suatu serangan atau ancaman 

terhadap hak-hak orang lain”. 

2. Pengertian Perkosaan 

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak 

pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan 

tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 dan 

Pasal 296 KUHP.  

Pemerkosaan adalah "penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, 

anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda dengan cara pemaksaan baik fisik 

atau Non-fisik.
7
 "  

Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan 

berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, 

hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan 

terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami 

keterbelakangan mental.
8
 

Perkosaan dengan wanita yang belum cukup umur ialah perkosaan dengan wanita 

bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan Pasal 287 

KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika 

umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik 

                                                           
7
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerkosaan&action=edit di akses pada hari senin 

tanggal 13 oktober 2014 pada jam 10.23 
8
http://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan di akses pada hari senin tanggal 13 

oktober 2014 pada jam 10.34 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerkosaan&action=edit
http://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan
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aduan. Sedangkan yang dimaksud perkosaan dengan wanita tidak berdaya 

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 286 KUHP ialah perkosaan dengan wanita 

bukan istrinya yang keadaan kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu 

dapat diminta persetujuannya ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot 

tidak mungkin dapat diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, 

kalaupun ia memberikan persetujuan ataupun izinnya maka persetujuan tersebut 

harus dianggap tidak sah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan catatan 

pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun 

jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut 

termasuk pemerkosaan, bukan perkosaan dengan wanita yang tidak berdaya.
9
 

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan arti dari Tindak Pidana 

Perkosaan merupakan perbuatan persetubuhan atau hubungan suami istri yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa kehendak bersama yang di 

barengi dengan paksaan secara yang melanggar undang-undang serta aturan-

aturan yang berlaku di indonesia. 

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Melakuan Tindak Pidana 

Romli Atmasasmita, mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik 

dan ekstrinsik dari terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh anak yaitu
10

 : 

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari perilaku yang menyebabkan timbulnya 

tindak pidana pada anak adalah : 

 

                                                           
9
http://eprints.uns.ac.id/298/1/167650309201002131.pdf di akses pada hari senin tanggal 23 

oktober 2014 pada jam 13.34 
10

 Wagiati sutedjo, Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2006. Hlm 1 

http://eprints.uns.ac.id/298/1/167650309201002131.pdf
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a. Faktor Intelegentia; 

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan 

Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi 

keputusan.
11

 

b. Faktor usia; 

Stephen Hurwitz mengungkapkan “age is importance factor in the 

causation of crime” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-

musabab timbulnya kejahatan). 

c. Faktor kelamin; 

Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak 

dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, 

sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan 

kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia 

tertentu. 

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga; 

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam 

keluarga menurut urutan kelahiran misalnya anak pertama, kedua, dan 

seterusnya. 

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah : 

a. Faktor Keluarga; 

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, 

mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang 

                                                           
11

Ibid Hal 17 
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pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan 

tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak 

dan terutama bagi anak yang belum sekolah
12

. Oleh karena itu, keluarga 

yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan 

keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. 

b. Faktor pendidikan dan sekolah; 

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-

anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas 

pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan 

tingkah laku ( character ). 

c. Faktor pergaulan anak; 

Besarnya pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, 

terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial 

yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari 

keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang 

dianggap sebagai tersisih dan terancam. 

d. Faktor media masa. 

Pengaruh media masa tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. 

Keingginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat 

jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan 

film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan 

yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi 
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mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian juga tontonan yang 

dapat menimbulkan rangsangan seks. Rangsangan seks tersebut akan 

berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak. 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, 

keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai – 

nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang 

meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, 

adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem 

peradilan pidana.
13

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. 

Penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan 

segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interelasi dan 

mempengaruhi. Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak 
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dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan 

mempengaruhi. 

Munurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro 

penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu 
14

: 

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) 

yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum 

tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. 

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) 

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara 

dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. 

3. Konsep penegakkan hukum actual (actual enforcement concept) yang 

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 

keterbatasan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas 

sumber daya manusianya, perundang – undangannya dan kurangnya 

partisipasi masyarakat. 

 

 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup . Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. 

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

                                                           
14

 Mardjono Reksodiputro. Op.Cit. Hlm 76 



32 
 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
15

 

 

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas 

penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas 

lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan 

masyarakat Indonesia.
16

 

 

1. Undang-undang 

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum 

dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah .  

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang 

tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. 

Asas-asas tersebut antara lain 

a. Undang-undang tidak berlaku surut. 

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula. 

c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang 

yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. 

d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang 

yang berlaku terdahulu. 

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 
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f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian 

ataupun pembaharuan (inovasi). 

2. Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya 

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan 

sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat 

diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada 

penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, 

hambatan tersebut, adalah: 

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 

lain dengan siapa dia berinteraksi. 

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga 

sulit sekali untuk membuat proyeksi. 

d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 

tertentu, terutama kebutuhan material. 

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme. 

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, 

sebagai berikut: 

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. 
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2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan 

yang ada pada saat itu. 

3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. 

4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 

pendiriannya. 

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu 

urutan. 

6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya. 

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib. 

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 

9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri 

sendiri dan ihak lain. 

10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar 

penalaran dan perhitingan yang mantap. 

 

 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, 

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak 

hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, 

sebagai berikut. 

a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul. 

b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan. 

c. Yang kurang-ditambah. 

d. Yang macet-dilancarkan. 

e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan. 



35 
 

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat 

Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan 

bahkan mengident’ifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum 

sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum 

senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa 

yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut : 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 

b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan. 

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 

 

 

 

 


